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Abstract  
This research aims to examine and analyze the effect of implementing guidance and 
controlling policies on the effectiveness of the implementation of local autonomy in 
Indonesia. The research method used is the two stages mixed method with a quantitative 
approach first followed by a qualitative approach. At the quantitative method stage, this 
study uses regression analysis, and the qualitative approach utilizes ASOCA method 
analysis (Ability, Strength, Opportunities, Culture, and Agility). The population used in 
this study is all autonomous regions in Indonesia as many as 542 regions. The study 
sample was 85 regions using simple random sampling technique and grouped in 5 regions 
based on geographical approach and stratified random sampling, which consisted of 5 
provinces, 65 regencies and 15 cities. Quantitative data collection is done through 
questionnaires with respondents as many as 10 people while qualitative data is collected 
through interviews and focus group discussions (FGD). This study obtained several 
important findings. Firstly, implementation of policy showed a significant influence on the 
effectiveness of the implementation of local autonomy. Thus, better policy implementtion 
will generate the local autonomy more effective. Secondly, guidance and controlling 
shows a significant influence on the effectiveness of the implementation of local 
autonomy. Thus, enhanced the guidance and controlling will cause the local autonomy 
more effective. Thirdly, the implementation of guidance and controlling policies together 
shows a significant influence on the effectiveness of the implementation of local autonomy. 
Thus, better implementation of guidance and controlling policies will make local 
autonomy more effective. And lastly, based on qualitative analysis, it was obtained 
reinforcement of the results of quantitative analysis that proved the influence of variable 
X1, variable X2 with variable Y, and even found a new model for implementation of 
guidance and controlling policies on the effectiveness of implementing local autonomy by 
applying the HADI model (Human resources, Acceptance, Development, and Innovation) 
as an alternative model of fostering and monitoring the implementation of local 
government.  
 
Keywords : Policy Implementation, Guidance and Controlling, Effectiveness,  
    Local Autonomy 
 
PENDAHULUAN 
Negara Indonesia merupakan negara hukum dengan Pancasila sebagai dasar 
penyelenggaraan negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. 
Tujuan dibentuknya Negara Indonesia dengan jelas disebutkan dalam pembukaan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi 
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan 
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. 
Selama lebih dari 70 tahun Indonesia merdeka, pendulum penyelenggaraan pemerintahan 
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sudah berubah beberapa kali. Setelah 32 tahun pada masa orde baru, pendulum berada 
disisi sentralistik, maka setelah reformasi terjadi, pendulum bergerak menuju ke 
pemerintahan yang desentralistik. Pada awal reformasi, dimulai dengan Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sampai dengan aturan yang terbaru 
yaitu Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah 
menekankan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang otonom. Perubahan paradigma 
ini membawa konsekuensi logis pada semakin besarnya wewenang yang dimiliki oleh 
daerah. Otonomi daerah menjadikan daerah memiliki hak, kewenangan, dan kekuasaan 
untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan otonomi daerah, 
diharapan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, 
pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan 
memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan 
suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Hanya saja setelah lebih dari dua dekade pelaksanaan otonomi daerah, ternyata belum 
memperlihatkan hasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Hasil evaluasi yang 
dilakukan oleh Kementerian dalam negeri, dengan menilai kinerja penyelenggaraan 
pemerintahan baik provinsi maupun kab/kota, menunjukkan tren yang fluktuatif selama 
tiga tahun terakhir. Penilaian dengan 4 kategori yaitu sangat tinggi (ST), Tinggi (T), 
sedang (S), dan rendah (R), menunjukkan bahwa mayoritas pemerintahan daerah masih 
tergolong pada kategori Tinggi (T), sebagaimana ditunjukkan grafik sebagai berikut: 
 

Grafik 1. Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi 
 

Sumber: Ditjen Otda Kemendagri 2019 (diolah) 
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Grafik 2. Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kab/Kota 

 
Sumber: Ditjen Otda Kemendagri 2019 (diolah) 

Selain itu, meskipun pengelolaan keuangan daerah menunjukkan tren meningkat, 
akan tetapi masih belum sepenuhnya memberikan hasil yang diharapkan. Hasil 
penilaian pada pemerintah provinsi, terdapat peningkatan opini Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP) dari 29 provinsi pada Tahun 2015 menjadi 33 provinsi pada 
Tahun 2017. Begitupun pada level kabupaten/kota, dimana pada Tahun 2015 hanya 
284 daerah yang WTP, meningkat menjadi 381 daerah pada Tahun 2017. Namun, 
pengelolaan keuangan yang semakin baik berbanding terbalik dengan banyaknya 
kepala daerah/wakil kepala daerah yang terjerat kasus hukum. Pada periode 2016-
2018, terdapat kurang lebih 96 KDH/WKDH yang bermasalah hukum, dimana 
kasus korupsi menjadi kasus yang paling banyak yaitu 43 kasus. Terkait korupsi, 
terdapat tren yang meningkat tajam dari Tahun 2017 sebanyak 8 kasus menjadi 26 
kasus pada Tahun 2018. Sebagian besar dari 43 kasus korupsi tersebut merupakan 
operasi tangkap tangan (OTT), sebagaimana digambarkan grafik sebagai berikut: 
 

Grafik 3. KDH/WKDH Terkait Tipikor Tahun 2016-2018 

 
Sumber: Ditjen Otda Kemendagri 2019 (diolah) 
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Beberapa permasalahan yang dijelaskan tersebut, menunjukkan bahwa ada 
yang salah dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini menyebabkan 
perlunya ada mekanisme yang menjamin pelaksanaan otonomi daerah berjalan 
efektif. Beberapa peraturan tentang pembinaan dan pengawasan sebelumnya masih 
kurang terfokus pada aspek apa yang menjadi area pembinaan dan pengawasan dan 
masih kurang tegasnya pengaturan tentang sanksi bagi daerah yang melanggar. 
Meskipun Permendagri tentang pembinaan sampai saat ini belum ditetapkan, 
namun beberapa regulasi dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan otonomi daerah 
menjadi lebih efektif, diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan 
Permendagri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019. 

Segala permasalahan terkait dengan pembinaan dan pengawasan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri 
sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan 
Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagai Pembina teknis serta 
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang melakukan pembinaan dan 
pengawasan terhadap kabupaten/kota, menarik untuk diteliti dan ditelaah lebih 
dalam. Oleh karena itu, penelitian mengambil judul “Pengaruh Implementasi 
Kebijaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Efektivitas Pelaksanaan 
Otonomi Daerah”. Adapun permaslaahan penelitian adalah 1) Seberapa besar 
pengaruh implementasi kebijaksanaan terhadap efektivitas pelaksanaan otonomi 
daerah di Indonesia? 2) Seberapa besar pengaruh pembinaan dan pengawasan 
terhadap efektivitas pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia? 3) Seberapa besar 
pengaruh implementasi kebijaksanaan pembinaan dan pengawasan secara bersama-
sama terhadap efektivitas pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia? 4) 
Bagaimanakah model yang tepat untuk implementasi kebijaksanaan pembinaan dan 
pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan otonomi daerah? 
 
METODE 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian mixed methods atau metode 
campuran antara kuantitatif dan kualitatif. Pemilihan dan penggunaan desain ini 
terkait dengan tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh suatu variabel 
terhadap variabel lainnya dan untuk merumuskan suatu model yang baru 
(Sugiyono, 2014). Selanjutnya, Peneliti memilih menggunakan tipe atau model 
sequential dan khususnya lagi yaitu sequential explanatory design. Creswell (2009) 
menjelaskan bahwa sequential explanatory design adalah desain penelitian dengan 
penjelasan berurutan yang biasanya digunakan untuk menjelaskan dan menafsirkan 
hasil kuantitatif dengan mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif lanjutan, 
sehingga analisa penelitian menjadi lebih dalam. Tahap pertama penelitian ini 
menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menjawab tiga rumusan masalah. 
Penelitian ini didasarkan pada hubungan, pengaruh, dan interaksi antar variabel. 
Adapun variabel bebas dan variabel terikat dari penelitian ini adalah: 
1. Variabel bebas yang pertama adalah Implementasi Kebijaksanaan (X1) dengan 

menggunakan Teori Edward III. Teori ini dipilih sebagai landasan teori karena 
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pertama, adanya ketegasan dari Edwards III yang menyatakan bahwa faktor-
faktor: komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi 
mempengaruhi secara langsung dan tidak langsung atau mungkin menjadi 
penghalang utama proses implementasi kebijaksanaan. Kedua, faktor-faktor 
dimaksud saling berinteraksi, dan masing-masing tidak terpisahkan dari faktor 
lainnya. 

2. Variabel bebas kedua adalah Pembinaan dan Pengawasan (X2) menggunakan 
pendekatan G. R. Terry (2004) dipadukan dengan PP 12/2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hasil 
perpaduan tersebut menghasilkan lima dimensi yang akan digunakan dalam 
penelitian ini, yaitu: 1) Pembinaan dan Pengawasan umum; 2) Penetapan 
Standar; 3) Pengukuran kegiatan; 4) Perbandingan kegiatan dengan standar; 
dan 5) Tindakan Koreksi. Adapun alasan Teori Terry digunakan karena 
memuat Pengawasan dilakukan didalam suatu organisasi secara universal. 
Selanjutnya, teori Terry tersebut disandingkan dengan PP 12/2017 dengan 
argumen bahwa untuk menyentuh aspek pembinaan dan pengawasan secara 
langsung. 

3. Variabel terikat (Y) yaitu Efektivitas Pelaksanaan Otonomi Daerah 
menggunakan pendekatan Campbell (1989) dengan 5 (lima) dimensinya yaitu: 
1) Keberhasilan Program; 2) Keberhasilan sasaran; 3) Kepuasan terhadap 
program; 4) Tingkat output dan input; dan 5) Pencapaian Tujuan menyeluruh. 
Pendekatan Campbell merupakan pendekatan yang paling umum digunakan 
dalam mengukur efektivitas suatu organisasi sehingga peneliti memilih untuk 
menggunakan pendekatan ini. Meskipun pada penelitian ini, peneliti 
bermaksud mengukur efektivitas otonomi daerah, namun peneliti menganggap 
bahwa penggunaan teori Campbell relevan karena dalam melihat efektivitas 
pelaksanaan otonomi daerah maka yang sesungguhnya yang diukur adalah 
kinerja daerah otonom atau pemerintah daerah itu sendiri sebagai organisasi 
pemerintahan dalam upayanya mencapai tujuan otonomi daerah. 

 
Berdasarkan desain penelitian dimaksud, dilakukan analisis terhadap masalah 

penelitian melalui analisis statistika. Fenomena yang terjadi akan diuji dengan 
prosedur statistik antara kebenaran teori dan kenyataan empirik dari setiap variabel, 
untuk menggeneralisir adanya hubungan dan pengaruh variabel implementasi 
kebijaksanaan (X1) pembinaan dan pengawasan (X2) terhadap variabel efektivitas 
pelaksanaan otonomi daerah (Y). Penelitian ini menggunakan populasi seluruh 
daerah otonom di Indonesia,dan dengan menggunakan rumus slovin, diperoleh 
sampel sebanyak 85 daerah. Pada masing-masing daerah, terdapat 10 orang 
responden sehingga total responden dari penelitian ini adalah 850 orang. Alat yang 
digunakan dalam pengumpulan data dan informasi dari responden adalah kuisioner. 
Hasil scoring terhadap kuesioner yang dikumpulkan dari responden ditabulasi dan 
dianalisis dengan uji statistik analisis regresi untuk menguji hipotesis penelitian. 
Kemudian dilakukan interpretasi dan pembahasan sampai diperoleh hasil uji 
penelitian kuantitatif. 

Selanjutnya penelitian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. 
Metode ini digunakan dengan tujuan memperkuat hasil penelitian kuantitatif dan 
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untuk menjawab rumusan masalah yang keempat yaitu model implementasi 
kebijaksanaan pembinaan dan pengawasan yang tepat dengan mengumpulkan data 
pada setting partisipan, dimana informan kuncinya adalah Kepala Daerah/Wakil, 
Kepala Bappeda dan Kepala Inspektorat Daerah. Data kualitatif kemudian 
dianalisis secara induktif, terbangun dari khusus menuju tema yang umum, dan 
membuat interpretasi arti dari data dengan menggunakan metode triangulasi. 
Selanjutnya analisis kualitatif dilakukan lebih dalam untuk memperoleh strategi 
pemecahan masalah dan novelty, peneliti menggunakan pisau analisis Ability, 
Strength, Opportunities, Culture, dan Agility atau yang dikenal dengan Model 
ASOCA (Suradinata, 2016). 

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Analisis Pengaruh Pembinaan dan Pengawasan terhadap Efektivitas 
Penyelenggaraan Otonomi Daerah 

Kuesioner yang disebar sebelumnya melalui uji validitas dan reliabilitas 
untuk mengukur seberapa valid dan reliable item atau indikator kuesioner yang 
digunakan. Pengujian validitas menggunakan nilai korelasi skor item dengan skor 
total variabel. Indeks validitas dihitung menggunakan korelasi product moment. 
Validitas digunakan untuk membuktikan kuesioner sebagai alat ukur yang 
digunakan memiliki kesahihan (validity). Butir pernyataan dinyatakan valid jika 
koefisien korelasinya lebih besar dari 0,30 (Barker, 2002) atau nilai signifikansinya 
lebih kecil dari ∝ 0,05. Tabel 1 menunjukkan nilai validitas untuk semua item pada 
tiga variabel penelitian ini. 
 

Tabel 1. Hasil Penghitungan Nilai Validitas 
Implementasi Kebijaksanaan 

(X1) 
Pembinaan dan Pengawasan 

(X2) 
Efektivitas Pelaksanaan 

Otonomi Daerah (Y) 
No 

Item 
Indeks 

Validitas 
Nilai 

Signifikansi 
No 

Item 
Indeks 

Validitas 
Nilai 

Signifikansi 
No 

Item 
Indeks 

Validitas 
Nilai 

Signifikansi 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 0,81 0,00 1 0,61 0,00 1 0,75 0,00 
2 0,81 0,00 2 0,64 0,00 2 0,73 0,00 
3 0,82 0,00 3 0,58 0,00 3 0,91 0,00 
4 0,83 0,00 4 0,72 0,00 4 0,68 0,00 
5 0,82 0,00 5 0,79 0,00 5 0,67 0,00 
6 0,80 0,00 6 0,74 0,00 6 0,75 0,00 
7 0,90 0,00 7 0,51 0,00 7 0,74 0,00 
8 0,92 0,00 8 0,77 0,00 8 0,57 0,00 
9 0,78 0,00 9 0,81 0,00 9 0,57 0,00 
10 0,91 0,00 10 0,74 0,00 10 0,75 0,00 
11 0,78 0,00 11 0,71 0,00 11 0,68 0,00 
12 0,92 0,00 12 0,72 0,00 12 0,76 0,00 
13 0,84 0,00 13 0,74 0,00 13 0,63 0,00 
14 0,78 0,00 14 0,80 0,00 14 0,48 0,00 

 15 0,60 0,00  
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Implementasi Kebijaksanaan 
(X1) 

Pembinaan dan Pengawasan 
(X2) 

Efektivitas Pelaksanaan 
Otonomi Daerah (Y) 

No 
Item 

Indeks 
Validitas 

Nilai 
Signifikansi 

No 
Item 

Indeks 
Validitas 

Nilai 
Signifikansi 

No 
Item 

Indeks 
Validitas 

Nilai 
Signifikansi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
16 0,75 0,00 
17 0,80 0,00 
18 0,83 0,00 
19 0,88 0,00 
20 0,90 0,00 
21 0,76 0,00 
22 0,82 0,00 

Sumber: Hasil Penelitian 2019 (diolah) 
 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa seluruh item pernyataan 
untuk kuesioner penelitian ini memiliki nilai indeks validasi lebih besar dari 0,3 
sehingga dapat disimpulkan bahwa item pernyataan tersebut valid. Dengan 
demikian seluruh item pernyataan pada penelitian ini valid. Selanjutnya, penelitian 
dilanjutkan dengan pengujian reliabilitas yang digunakan untuk menguji apakah 
kuesioner telah mengukur dengan cermat dan tepat apa yang hendak diukur. 
Pengujian reliabilitas menggunakan metode Alpha Cronbach. Kuesioner dinyatakan 
reliable apabila koefisiennya lebih dari 0,70 (Barker, 2002). Hasil penghitungan 
reliabilitas instrumen penelitian atau kuesioner penelitian sebagaimana berikut: 
 

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Variabel Penelitian 

No Variabel Jumlah 
Pernyataan 

Koefisien 
Reliabilitas Keterangan 

1 2 3 4 5 
1 Implementasi Kebijaksanaan (X1) 14 0,970 Reliabel 
2 Pembinaan dan Pengawasan (X2) 22 0,965 Reliabel 
3 Efektivitas Pelaksanaan Otda (Y) 14 0,918 Reliabel 

Sumber: Hasil Penelitian 2019 (diolah) 
 

Berdasarkan hasil uji reabilitas yang dilakukan terhadap kuisioner pada setiap 
variabel penelitian diperoleh nilai koefisien reliabilitasnya > 0,70. Dengan 
demikian, maka pernyataan pada semua variabel dinyatakan reliabel. Sebelum 
masuk ke analisis regresi, terlebih dahulu peneliti melakukan analisis korelasi untuk 
melihat apakah ada hubungan antara variabel independen dengan varibel dependen, 
dimensi pada masing-masing variabel, dan juga korelasi antara dimensi-dimensi 
pada variabel independen ke variabel dependen. Hubungan antar variabel dikatakan 
memiliki korelasi yang signifikan apabila memiliki nilai korelasi lebih dari 0,3 atau 
nilai signifikansi lebih kecil dari ∝ 0,05. Nilai korelasi antar variabel tersebut dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 3. Korelasi Variabel Independen ke Variabel Dependen 

Sumber: Hasil Penelitian 2019 (diolah) 
 

Tabel diatas menunjukkan bahwa antara variabel implementasi kebijaksanaan 
(X1) dengan variabel efektivitas (Y) memiliki nilai korelasi 0,602 dengan nilai 
signifikansi 0,000. Hal ini menggambarkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan 
antara variabel X1 ke variabel Y. Selanjutnya, tabel diatas juga menunjukkan 
korelasi antara variabel pembinaan dan pengawasan (X2) ke variabel efektivitas 
(Y), dimana terlihat bahwa antar variabel tersebut memiliki nilai korelasi sebesar 
0,764 dengan nilai signifikansi 0,000 yang menggambarkan bahwa terdapat korelasi 
yang signifikan antara variabel X2 ke variabel Y. Selanjutnya yaitu masuk kepada 
perhitungan analisis regresi linearnya, Persamaan regresi yang menjelaskan 
pengaruh Implementasi Kebijaksanaan serta Pembinaan dan Pengawasan terhadap 
Efektivitas Pelaksanaan Otonomi Daerah adalah: 

 
Dimana Y adalah Efektivitas Pelaksanaan Otonomi Daerah, X1 adalah 

Implementasi Kebijaksanaan dan X2 adalah Pembinaan dan Pengawasan. Hasil 
perhitungan estimasi model regresi berganda dapat dilihat pada tabel berikut. 
 

Tabel 4. Hasil Perhitungan Regresi Berganda 

Sumber: Hasil Penelitian 2019 (diolah) 
 

Tabel diatas menunjukkan koefisien regresi Implementasi Kebijaksanaan 
(X1) dan Pembinaan dan Pengawasan (X2) bernilai positif. Ini berarti Implementasi 
Kebijaksanaan serta Pembinaan dan Pengawasan memiliki pengaruh berbanding 

Y = -3,165 + 0,346 X1 + 0,459 X2 
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lurus terhadap peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Otonomi Daerah. Koefisien 
regresi Implementasi Kebijaksanaan (X1) bernilai positif sebesar 0,346 dan 
Koefisien regresi Pembinaan dan Pengawasan (X2) bernilai positif sebesar 0,459. 
Jadi semakin baik Implementasi Kebijaksanaan dan semakin baik Pembinaan dan 
Pengawasan akan diikuti dengan peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Otonomi 
Daerah. 

Persamaan regresi linier yang diperoleh dapat dikatakan baik untuk 
menggambarkan hubungan fungsional variabel bebas terhadap variabel tak bebas 
jika persamaan tersebut memenuhi asumsi-asumsi regresi klasik. Asumsi regresi 
yang dilihat adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas. 
Pengujian normalitas residu dilakukan untuk memenuhi asumsi regresi yang baik 
apabila residual nilai taksiran model regresi berdistribusi normal. Uji normalitas 
yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan statistic dengan Uji 
Kolmogorov-Smirnov dan metode grafik. Dengan melakukan pengujian ini, dapat 
diketahui data residual berdistribusi normal atau tidak. Dalam pengujian ini, data 
dapat dikatakan berdistribusi normal apabila memiliki nilai signifikansi > 0,05. 
Hasil perhitungan uji normalitas residual ditunjukkan oleh tabel berikut: 

Tabel 5. Hasil Perhitungan Regresi Berganda 

Sumber: Hasil Penelitian 2019 (diolah) 
 

Dari hasil pengujian dengan menggunakan One Sample Kolmogorov- 
Smirnov Test pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa Test Statistic sebesar 0,031 
dengan Asymp.Sig (2-tailed) senilai 0,057. Berdasarkan hasil perhitungan tingkat 
signifikansi yang lebih besar dari 0,05, diperoleh kesimpulan nilai kesalahan (error 
term) model regresi telah terdistribusi normal yang berarti data variabel penelitian 
yang digunakan sudah memenuhi asumsi normal. Karena data telah terdistribusi 
secara normal, maka data ini dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut. Untuk 
mengetahui normalitas hasil regresi yang diperoleh dapat juga dilihat dari normal 
plot. Untuk lebih memperjelas tentang sebaran data dalam penelitian ini maka akan 
disajikan dalam grafik normal P-plot. Hasil PP plot untuk uji normalitas dapat 
dilihat pada gambar berikut: 
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Grafik 3. Grafik Normal P-Plot (Asumsi Normalitas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berdasarkan hasil diagram P-P Plot dari gambar diatas dapat diketahui bahwa 
titik-titik berada pada garis lurus, seperti tampak pada grafik 3. Hal ini berarti 
bahwa data penelitian ini telah diambil dari populasi yang terdistribusi normal. 
Selanjutnya, uji multikolinearitas menunjukkan kondisi variabel independen dalam 
model regresi yang saling berkorelasi sempurna. Hal ini menjadikan persamaan 
regresi yang diperoleh tidak tepat dalam menjelaskan pengaruh X terhadap Y. Ada 
tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai VIF (Variance Inflation Factors). 
Nilai VIF yang kecil menunjukkan tidak adanya korelasi yang tinggi (sempurna) 
antar variabel X dalam model regresi. Batasan nilai untuk variabel dikatakan 
berkolinieritas tinggi jika diperoleh nilai VIF untuk variabel independen lebih besar 
dari 10. Hasil perhitungan nilai VIF uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 
sebagai berikut: 
 

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas 

Sumber: Hasil Penelitian 2019 (diolah) 
 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas, maka dapat diketahui nilai 
VIF untuk masing-masing variabel penelitian kurang dari 10, sehingga dapat 
dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinieritas pada model regresi yang 
digunakan. Uji selanjutnya yaitu uji heterokedastisitas yang bertujuan untuk 
menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu 
pengamatan ke pengamatan yang lain. Pada suatu model regresi yang baik, varians 
nilai residual dari pengamatan memiliki kondisi homokedastisitas atau tidak terjadi 
heterokedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya problem heteroskedastisitas 
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pada peneltian ini digunakan scatter plot antara nilai prediksi variabel terikat dengan 
residualnya. Ada atau tidaknya problem heteroskedastisitas dalam penelitian ini 
dapat dideteksi dengan melihat sebaran pada scatterplot dalam gambar berikut. 
 

Grafik 4. Grafik Uji Heterokedastisitas 

Sumber: Hasil Penelitian 2019 (diolah) 
 

Dari grafik scatterplots pada gambar 2, diketahui bahwa scatterplots tidak 
menunjukkan pola atau bentuk tertentu, tampak titik menyebar secara acak serta 
data menyebar secara merata di atas sumbu X maupun di atas sumbu Y, maka dapat 
disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi linier. Dari 
ketiga uji asumsi regresi yang dilihat yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, dan 
uji heteroskedastisitas, dapat dilihat bahwa ketiga hasil uji memenuhi asumsi-
asumsi regresi klasik sehingga dengan demikian persamaan regresi linear dapat 
dikatakan baik. Tahapan selanjutnya yaitu menetukan koefisien determinan yang 
mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi-variabel 
independen. Berdasarkan estimasi model regresi dengan bantuan SPSS 25 didapat 
hasil koefisien determinasi untuk pengaruh Implementasi Kebijaksanaan dan 
Pembinaan dan Pengawasan terhadap Efektivitas Pelaksanaan Otonomi Daerah 
pada tabel berikut. 

Tabel 7.Koefisien Determinasi X terhadap Y 

Sumber: Hasil Penelitian 2019 (diolah) 
 

Dari hasil perhitungan pada tabel diatas diperoleh nilai korelasi (R) sebesar 
0,814. Jadi hubungan Implementasi Kebijaksanaan serta Pembinaan dan 
Pengawasan secara bersama sama dengan Efektivitas Pelaksanaan Otonomi Daerah 
masuk dalam kategori sangat kuat. Nilai R square yang diproleh dari perhitungan 
SPSS pada tabel 7 adalah sebesar 0,662. Artinya Implementasi Kebijaksanaan dan 
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Pembinaan dan Pengawasan memberikan pengaruh sebesar 66,2% terhadap 
Efektivitas Pelaksanaan Otonomi Daerah dan sisanya sebesar 33,8% dipengaruhi 
oleh faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini. Besar pengaruh variabel 
bebas secara parsial dapat dihitung dengan cara mengalikan nilai standardized 
coefficients dengan zerro-order correlation yang terdapat pada tabel berikut. 
 

Tabel 8. Koefisien Determinasi Parsial X –Y 

Sumber: Hasil Penelitian 2019 (diolah) 
 

Pengaruh Implementasi Kebijaksanaan terhadap Efektivitas Pelaksanaan 
Otonomi Daerah adalah sebesar: 0,315 x 0,602 = 0,189. Artinya, Implementasi 
Kebijaksanaan memberikan pengaruh sebesar 18,9% terhadap Efektivitas 
Pelaksanaan Otonomi Daerah. Sedangkan pengaruh Pembinaan dan Pengawasan 
terhadap Efektivitas Pelaksanaan Otonomi Daerah adalah sebesar: 0,618 x 0,764 = 
0,473. Artinya bahwa Pembinaan dan Pengawasan memberikan pengaruh sebesar 
47,3% terhadap Efektivitas Pelaksanaan Otonomi Daerah. Dengan demikian, 
diketahui bahwa variabel X2 yaitu Pembinaan dan Pengawasan memiliki pengaruh 
yang lebih besar bila dibandingkan dengan variabel X1 yaitu Implementasi 
Kebijaksanaan terhadap variabel dependen Y Efektivitas Pelaksanaan Otonomi 
Daerah. 

Pada tahapan selanjutnya yaitu menguji hipotesis yang diajukan. Uji hipotesis 
yang pertama yaitu menguji secara simultan pengaruh variabel X ke Variabel Y. 
Uji F digunakan untuk pengujian koefisien regresi secara keseluruhan untuk 
mengetahui keberartian hubungan antara variabel independen dan variabel 
dependen. Pengujian signifikansi persamaan regresi yang diperoleh dilakukan 
menggunakan uji F. Hipotesis yang akan diuji adalah: 

Ho : 1, 
2= 0 

Implementasi Kebijaksanaan dan Pembinaan dan 
Pengawasan tidak berpengaruh terhadap Efektivitas 
Pelaksanaan Otonomi Daerah 

Ha : i  0 Implementasi Kebijaksanaan dan Pembinaan dan 
Pengawasan berpengaruh terhadap Efektivitas 
Pelaksanaan Otonomi Daerah 

 
Nilai statistik uji F diperoleh dalam tabel Anova hasil SPSS. Hasil penghitungan 
nilai menggunakan SPSS 25 dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 9. Hasil Uji Simultan (Uji F) 

Sumber: Hasil Penelitian 2019 (diolah) 
 

Dari tabel diatas diperoleh nilai Fhitung sebesar 830,427 dengan signifikansi 
0,000. Untuk menguji hipotesis yang ditetapkan dilakukan dengan membandingkan 
antara Fhitung dengan nilai Ftabel. Dari tabel F diperoleh nilai Ftabel dengan db1 
= 2 dan db2 = 850-2-1=847 sebesar 3,006. Hasil statistik yang diperoleh 
menunjukkan Fhitung sebesar 830,427 lebih besar dari pada Ftabel sebesar 3,006 
dan nilai signifkansi (p-value) sebesar 0.000 jika dibandingkan dengan α = 0.05 
maka nilai signifkansi (p-value) lebih kecil dari α = 0.05. Dari kedua perbandingan 
tersebut dapat diambil keputusan H0 ditolak pada taraf α = 0.05. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa terdapat pengaruh Implementasi Kebijaksanaan serta 
Pembinaan dan Pengawasan secara bersama-sama terhadap Efektivitas 
Pelaksanaan Otonomi Daerah. Uji hipotesis selanjutnya digunakan untuk 
mengetahui ada atau tidak adanya pengaruh yang nyata dari Implementasi 
Kebijaksanaan dan Pembinaan dan Pengawasan secara parsial (individu) terhadap 
Efektivitas Pelaksanaan Otonomi Daerah. Statistik uji yang digunakan untuk 
menguji ada tidaknya pengaruh adalah uji t. Penentuan hasil pengujian 
(penerimaan/penolakan H0) dapat dilakukan dengan membandingan thitung 
dengan ttabel atau juga dapat dilihat dari nilai signifikansinya. Dari tabel t diperoleh 
nilai ttabel untuk α= 0,05. 

Dari tabel t diperoleh nilai ttabel untuk α= 0,05 dan derajat bebas (db) = 850-
2-1=847 pada pengujian dua pihak sebesar 1,963. 
Hasil perhitungan statistik uji t pada pengujian hipotesis parsial dirangkum pada 
tabel berikut. 
 

Tabel 10. Hasil Uji Parsial (uji t) 

Sumber: Hasil Penelitian 2019 (diolah) 
 

Dari tabel diatas diperoleh hasil perhitungan statistik uji t dari tabel hasil 
koefisien regresi untuk variabel implementasi kebijaksanaan (X1) sebesar 13,972 
dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai thitung sebesar = 13,972 lebih besar dari nilai 
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ttabel sebesar 1,963 (13,972 >1,963), maka diperoleh hasil pengujian Ho ditolak. 
Nilai signifkansi uji 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka uji signifkan. Jadi dapat 
disimpulkan bahwa Implementasi Kebijaksanaan berpengaruh terhadap Efektivitas 
Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan arah positif. Selanjutnya untuk variabel 
Pembinaan dan Pengawasan (X2), diperoleh hasil perhitungan statistik uji t dari 
tabel hasil koefisien regresi sebesar 27,443 dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai 
thitung sebesar = 27,443 lebih besar nilai ttabel sebesar 1,963 (27,443>1,963), maka 
diperoleh hasil pengujian Ho ditolak. Nilai signifkansi uji 0,000 lebih kecil dari 
0,05 maka uji signifkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pembinaan 
dan Pengawasan berpengaruh terhadap Efektivitas Pelaksanaan Otonomi Daerah. 
Berdasarkan analisis regresi berganda diperoleh persamaan regresi pengaruh 
Implementasi Kebijaksanaan serta Pembinaan dan Pengawasan terhadap 
Efektivitas Pelaksanaan Otonomi Daerah yaitu: Y = -3,165 + 0,346 X1 + 0,459 X2. 
Hasil persamaan regresi yang diperoleh menunjukkan koefisien regresi 
Implementasi Kebijaksanaan dan Pembinaan dan Pengawasan bernilai positif. Ini 
berarti semakin baik Implementasi Kebijaksanaan dan semakin baik Pembinaan dan 
Pengawasan akan diikuti dengan peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Otonomi 
Daerah. 

Model regresi yang diperoleh sendiri sudah memenuhi asumsi persamaan 
regresi yang baik karena telah memenuhi uji normalitas, bebas multkolinearitas dan 
tidak ada masalah heteroskedastisitas. Dari koefisien korelasi didapatkan adanya 
hubungan yang sangat kuat antara Implementasi Kebijaksanaan serta Pembinaan 
dan Pengawasan dengan Efektivitas Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan koefisien 
korelasi 0,814. Implementasi Kebijaksanaan dan Pembinaan dan Pengawasan 
memberikan pengaruh sebesar 66,2% terhadap Efektivitas Pelaksanaan Otonomi 
Daerah dan sisanya sebesar 33,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati 
dalam penelitian ini. Hasil uji F menunjukkan terdapat pengaruh yang bermakna 
(signifikan) dari Implementasi Kebijaksanaan dan Pembinaan dan Pengawasan 
secara bersama-sama terhadap Efektivitas Pelaksanaan Otonomi Daerah. Diperoleh 
Fhitung sebesar 830,427 lebih besar dari pada Ftabel sebesar 3,006 dan nilai 
signifkansi (p-value) < 0,05. 

Adapun hasil uji t (uji parsial) untuk pengaruh Implementasi Kebijaksanaan 
menunjukan nilai signifikansi uji 0,000 < 0,05 maka hasil uji signifkan. 
Implementasi Kebijaksanaan berpengaruh terhadap Efektivitas Pelaksanaan 
Otonomi Daerah dengan arah positif. Nilai koefisien penduga bagi variabel 
Implementasi Kebijaksanaan sebesar 0,346, berarti rata-rata perbedaan nilai 
efektivitas akan bertambah sebesar 0,346 jika Implementasi Kebijaksanaan naik 
sebesar satu satuan dan variabel pembinaan dan pengawasan tetap. Implementasi 
Kebijaksanaan memberikan pengaruh sebesar 18,9% terhadap Efektivitas 
Pelaksanaan Otonomi Daerah. Untuk pengaruh Pembinaan dan Pengawasan 
menunjukan nilai signifikansi uji 0,000 < 0,05 maka hasil uji signifkan. Nilai 
koefisien penduga bagi variabel pembinaan dan pengawasan sebesar 0,459, berarti 
rata-rata perbedaan nilai efektivitas akan bertambah sebesar 0,459 jika variabel 
pembinaan dan pengawasan naik sebesar satu satuan dan variabel implementasi 
kebijakan tetap. Pembinaan dan Pengawasan berpengaruh terhadap Efektivitas 
Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan arah positif. Pembinaan dan Pengawasan 
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memberikan pengaruh sebesar 47,3% terhadap Efektivitas Pelaksanaan Otonomi 
Daerah. 
 
Model Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

Pada fase kualitatif, penelitian ini menggunakan pendekatan triangulasi yang 
dilakukan melalui focus group discussion, wawancara, observasi langsung dan studi 
dokumentasi. Observasi, focus group discussion dan wawancara digunakan untuk 
menjaring data primer yang berkaitan implementasi kebijaksanaan pembinaan dan 
pengawasan terhadap efektifitas pelaksanaan otonomi daerah. Sementara studi 
dokumentasi digunakan untuk menjaring data sekunder yang dapat diangkat dari 
berbagai dokumentasi tentang kondisi real implementasi kebijaksanaan pembinaan 
dan pengawasan serta bagaimana pengaruhnya terhadap efektifitas pelaksanaan 
otonomi daerah. Melalui pendekatan triangulasi untuk analisis kualitatif maka 
diperoleh hasil bahwa untuk efektivitas pelaksanaan otonomi daerah sangat 
dipengaruhi oleh keberhasilan implementasi kebijaksanaan pembinaan dan 
pengawasan yang dilakukan. Karena itu analisis kualitatif ini menguatkan hasil 
analisis kuantitatif. Selanjutnya analisis kualitatif lebih mendalam dilakukan 
dengan menggunakan metode ASOCA yang merupakan analisis mengenai tata 
kelola pemerintahan yang baik untuk mencari penyelesaian masalah yang terbaik 
khususnya yang berfokus pada implementasi kebijaksanaan pembinaan dan 
pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan otonomi daerah. Analisis ini 
dilakukan dengan melihat tingkat Ability (kemampuan), Strength (kekuatan), 
Opportunities (Peluang), Culture (budaya), dan Agility (kecerdasan). 
1. Ability (Kemampuan) 

Analisis Ability (kemampuan) sesuai terminology yang dijelaskan oleh 
Ermaya (Suradinata, 2016) kemampuan berasal dari kata “mampu” yang berarti 
kuasa (bisa, sanggup) melakukan sesuatu, dapat juga orang yang berada atau kaya, 
mempunyai harta berlebih. Kemampuan juga dapat diartikan kesanggupan, 
kecakapan dan kemampuan diri sendiri. Berdasarkan analisis kualitatif maka 
diperoleh hasil yaitu melalui analisis kemampuan implementasi kebijaksanaan 
pembinaan dan pengawasan ditemukan adanya faktor-factor yang dominan yaitu 
dibutuhkan kemampuan sumber daya manusia (Human Resources) sebagai pelaku 
implementasi kebijakan pembinaan dan pengawasan, dibutuhkan juga kemampuan 
penerimaan (acceptance) program pembinaan dan pengawasan dari pemerintah 
pusat kepada pemerintah provinsi dan selanjutnya kepada pemerintah 
kabupaten/kota, selanjutnya dibutuhkan kemampuan pengembangan (development) 
terhadap program pembinaan dan pengawasan serta kebutuhan akan kemampuan 
melakukan inovasi (innovation) sebagai terobosan positif pembinaaan dan 
pengawasan terhadap efektifitas otonomi daerah. 
2. Strength (kekuatan) 

Strength adalah sebuah faktor pendorong dan kekuatan yang berasal dari 
dalam organisasi, dimana kekuatan disini meliputi semua komponen- komponen 
organisasi baik sumber daya maupun kemampuan yang dapat dioptimalkan 
sehingga bermakna positif untuk pengembangan organisasi ataupun pelaksanaan 
sebuah program kerja. Berdasarkan analisis kualitatif maka diperoleh hasil dalam 
penelitian ini yaitu melalui analisis kekuatan (strength) implementasi 
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kebijaksanaan pembinaan dan pengawasan ditemukan adanya faktor-factor 
dominan yaitu kebutuhan akan kekuatan sumber daya manusia (Human Resources) 
yang dapat mendorong implementasi kebijakan, kekuatan penerimaan (acceptance) 
untuk saling mendorong implementasi kebijakan, kekuatan pengembangan 
(development) dalam mendorong pembinaan dan pengawasan serta kekuatan 
inovasi (innovation) sebagai terobosan positif terhadap pembinaan dan 
pengawasan. 
3. Opportunities (Peluang) 

Analisis opportunities (peluang) adalah melihat kekuatan dari luar organisasi 
yaitu peluang yang ada terhadap implementasi kebijaksanaan pembinaan dan 
pengawasan. Dari analisis peluang lebih lanjut menunjukkan implementasi 
kebijaksanaan pembinaan dan pengawasan ternyata memberi peluang bagi 
percepatan dan keberlanjutan pembangunan. Keterangan ini diperoleh ketika terjadi 
wawancara dalam Focus Group Discussion. Karena dampak langsung dari 
implementasi kebijaksanaan pembinaan dan pengawasan adalah pelaksanaan 
pembangunan yang lebih nyata dan terwujud. Hal ini dibuktikan dengan 
terkawalnya program pembangunan dari pusat sampai daerah. Dampak selanjutnya 
adalah otonomi yang lebih efektif. 
4. Culture (budaya) 

Bagi Robbins (2001) budaya organisasi dimaknai sebagai filosofi dasar yang 
memberikan arahan bagi kebijakan organisasi dalam pengelolaan sumber dayanya. 
Lebih lanjut Robbins (2001) menyatakan bahwa sebuah sistem makna bersama 
dibentuk oleh para warganya yang sekaligus menjadi pembeda dengan organisasi 
lain. Berdasarkan hasil Focus Group Discussion diperoleh keterangan bahwa 
budaya organisasi yang kondusif dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang 
unggul akan dapat mempercepat pencapaian implementasi kebijaksanaan 
pembinaan dan pengawasan. Kemudian dampak lanjutannya adalah pencapaian 
efektivitas otonomi daerah. Karakteristik dalam budaya organisasi lainnya adalah 
adanya inovasi dan keberanian mengambil resiko. Hal ini juga diperoleh keterangan 
dalam FGD bahwa untuk mewujudkan implementasi kebijaksanaan pembinaan dan 
pengawasan yang baik harus ada unsur inovasi dalam merealisasikannya. Inovasi 
disini juga harus dijadikan budaya organisasi sehingga semua pihak punya cara 
pandang bekerja dan bersikap dalam mewujudkan implementasi kebijaksanaan. 
Melalui budaya inovasi maka semua pihak akan selalu mencari unsur keterbaruan 
dan mencari terobosan positif, yang tidak terjebak dalam pola kerja rutinitas 
sehingga semakin hari semakin lebih baik. Dampak lanjutan dari inovasi yang 
dilakukan sudah tentu akan membuat otonomi daerah semakin lebih efektif. 
5. Agility (kecerdasan) 

Berdasarkan etimologi maka agility (kecerdasan) berasal dari kata “cerdas” 
yang berarti sempurna perkembangan akal budi, tajam pikiran, kesempurnaan 
dalam pertumbuhannya, kesempurnaan akal budinya, ketajaman pikiran dan 
kepandaian. Kemampuan saja tidak cukup, harus dengan kecerdasan dalam 
mengelola pikir, mengelola suatu informasi untuk dijadikan bahan informasi. 
Dalam Focus Group Discussion diperoleh keterangan tentang analisis agility 
(kecerdasan) dalam organisasi yaitu kecerdasan emosional untuk konteks dunia 
kerja adalah terbagi menjadi dua bagian yaitu kompetensi pribadi dan kompetensi 
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sosial. Kecerdasasan berdasarkan kompetensi pribadi akan sangat berpengaruh 
terhadap implementasi kebijaksanaan pembinaan dan pengawasan karena secara 
personal maka orang-orang yang melaksanakan implementasi kebijaksanaan 
pembinaan dan pengawasanlah yang bertanggungjawag secara penuh terhadap 
keberhasilan program tersebut. Karena tingkat penguasaan substansi kebijaksanaan 
akan sangat mempengaruhi pencapaian dan keberhasilan implementasi 
kebijaksanaan tersebut. Sedangkan kompetensi social menjadi factor yang akan 
mempercepat proses pencapaian dan keberhasilan implementasi kebijaksanaan, 
karena factor hubungan antara pihak yang melakukan pembinaan dan pengawasan 
dengan pihak yang menerima pembinaan dan pengawasan menjadi factor kunci 
berhasil atau tidaknya implementasi kebijaksanaan tersebut. Analisis agility ini 
memperkuat peran sumber daya manusia menjadi faktor penentu keberhasilan 
implementasi kebijaksanaan pembinaan dan pengawasan. Analisis kualitatif 
dengan menggunakan model ASOCA seperti yang dijelaskan diatas merupakan 
analisis yang fokus pada Implementasi Kebijaksanaan Pembinaan dan Pengawasan 
Terhadap Efektivitas Otonomi Daerah di Indonesia. Dari hasil analisis yang 
dijabarkan diatas, maka dalam penelitian ini diperoleh faktor-faktor dominan yang 
dapat menjadi alternatif pemecahan masalah. Faktor-faktor dominan tersebut 
menjadi novelty dalam penelitian ini yang merupakan suatu model yang disebut 
Model HADI dengan dimensinya yaitu Human resources, Acceptance, 
Development, dan Innovation. Keempat dimensi ini sebagai alternatif yang 
merupakan faktor dominan dalam penyelenggaraan implementasi kebijaksanaan 
pembinaan dan pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan otonomi daerah, yang 
selanjutnya akan dibahas sebagaimana berikut. 
1. Human rescources (Sumber daya manusia) 

Keberadaan sumber daya manusia sebagai faktor penguat terbukti ketika 
dilakukan analisis dengan menggunakan pendekatan ability (kemampuan). Karena 
kemampuan yang dibicarakan adalah kemampuan orang atau kemampuan sumber 
daya manusia. Tinggi rendahnya kemampuan organisasi sangat tergantung kepada 
kemampuan orangnya. Peran sumber daya manusia sangat menentukan mati 
hidupnya organisasi. Dalam penelitian ini ditemukan unsur sumber daya manusia 
yang tidak terpisahkan dari keberhasilan implementasi kebijaksanaan pembinaan 
dan pengawasan terhadap efektivitas otonomi daerah. Baik penelitian secara 
kuantitaf maupun penelitian secara kualitatif, diperoleh adanya unsur yang sangat 
kuat pengaruhnya. Dalam penelitian kuantitatif dijelaskan pengaruh variable 
implementasi kebijaksanaan (X1) dan variable pembinaan dan pengawasan (X2) 
adalah signifikan terhadap variable efektivitas Otonomi daerah (Y). Pengaruh yang 
signifikan ini ternyata memiliki unsur utama dalam operasionalisasinya yaitu sangat 
tergantung dengan peran sumber daya manusia. Dalam penelitian kualitatif juga 
lebih dijelaskan bahwa pendekatan kemampuan yang dimaksud dalam penelitian 
ternyata melahirkan dan menguatkan peran sumber daya manusia dalam 
implementasi kebijaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap efektivitas 
otonomi daerah. Temuan ini sesuai dengan pendapat Gouzali Saydam (Gouzali 
Saydam, 2005) dan Sondang P. Siagian (Siagian, 2009) serta Mathis dan Jackson 
(Robert L Mathis & John H. Jackson, 2007) tentang faktor dominan sumber daya 
manusia (human resources). Dari keterangan-keterangan tersebut diatas, maka 
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dapat disintesakan bahwa temuan model baru untuk melakukan penyelesaian 
masalah terhadap implementasi kebijaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap 
efektivitas otonomi daerah adalah dengan sumber daya manusia (human resources) 
sebagai faktor dominannya. 
2. Acceptance (Penerimaan) 

Implementasi kebijaksanaan pembinaan dan pengawasan adalah program dan 
kegiatan dua arah antara pihak yang melakukan implementasi kebijaksanaan 
dengan pihak yang menerima kebijaksanaan. Disamping itu juga terdapat dua pihak 
yang melakukan pembinaan dan pengawasan serta pihak yang menerima 
pembinaan dan pengawasan. Kemudian juga ada dua pihak yang menerima dampak 
efektivitas otonomi daerah dengan pihak yang melaksanakan agar otonomi daerah 
dapat efektif. Kedua belah pihak akan saling berinteraksi untuk menyepakati 
substansi tertentu yang tentunya harus ada saling menenrima substansi tersebut. 
Dari penelitian kuantitatif diperoleh pengaruh yang signifikan antara implementasi 
kebijaksanaan terhadap pelaksanaan efektivitas otonomi daerah serta pengaruh 
yang signifikan antara pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan 
efektivitas otonomi daerah. Kemudian pengaruh yang signifikan antara 
implementasi kebijakan pembinaan dan pengawasan terhadap efektivitas 
pelaksanaan otonomi daerah. Kesemua variable yang berpengaruh signifikan ini 
juga menunjukan adanya penerimaan diantara variable X dengan variable Y. Dalam 
penelitian kualitatif juga ditemukan bahwa penerimaan antara pihak yang
 memberikan implementasi kebijaksanaan pembinaan dan pengawasan 
kepada pihak yang menerimanya. Temuan ini sesuai dengan pendapat F. Davis 
(1989) yang menguraikan tentang penerimaan (acceptance). Dari keterangan-
keterangan tersebut diatas maka dapat disintesakan bahwa penerimaan (acceptance) 
menjadi faktor yang sangat dominan dalam implementasi kebijaksanaan 
pembinaan dan pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan otonomi daerah. 
3. Development (Pengembangan) 

Hasil dari penelitian kuantitatif menunjukan bahwa tujuan dari semua 
variabel adalah mewujudkan pengembangan (development). Pengembangan 
tersebut dapat berupa pengembangan fisik maupun pengembangan non fisik. 
Analisis kualitatif semakin memperkuat bahwa pengembangan (development) 
sebagai faktor penguat dari implementasi kebijaksanaan pembinaan dan 
pengawasan. Karena tujuan utama untuk keberhasilan implementasi kebijaksanaan 
pembinaan dan pengawasan adalah pengembangan. Semua pihak yang terlibat 
menginginkan adanya pengembangan. Substansi pembinaan dan pengawasan juga 
dalam rangka ingin mewujudkan pengembangan fisik dan nonfisik. Temuan ini 
sesuai dengan pendapat Bintoro Tjokroamidjojo (Bintoro Tjokroamidjojo, 2000) 
dan Sondang P. Siagian (Sondang P. Siagian, 2014). Berdasarkan keterangan-
keterangan tersebut diatas merupakan suatu keniscayaan yang akhirnya dapat 
disintesakan bahwa pengembangan memang sebagai faktor dominan dari 
implementasi kebijaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap efektivitas 
pelaksanaan otonomi daerah. 
4. Innovation (Inovasi) 

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan harus memiliki suatu hal yang 
selalu baru dan menarik agar bisa diterima daerah dan tidak hanya berpola rutinitas. 
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Keberhasilan pembinaan dan pengawasan akan membuat pelaksanaan otonomi 
daerah semakin efektif, karena itu penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan 
harus selalu memiliki inovasi. Dari hasil analisis kualitatif juga diperoleh unsur 
inovasi yang dapat dibuktikan dengan adanya unsur pembaruan dan unsur memiliki 
nilai lebih yaitu terbukti dari implementasi kebijaksanaan pembinaaan dan 
pengawasan yang selalu mencari terobosan untuk dapat diterima di daerah dan 
dalam mengatasi berbagai macam masalah di lapangan. Untuk mencapai 
pelaksanaan otonomi daerah yang efektif maka harus selalu dicari unsur 
pembaruannya. Apalagi dalam era sekarang dimana inovasi menjadi sebuah 
keniscayaan untuk pemerintah dapat eksis, untuk dapat memberikan pelayanan 
kepada masyarakat. Dari beberapa keterangan diatas, maka dapat ditarik sebuah 
sintesa bahwa inovasi (innovation) adalah sebuah faktor dominan yang dapat 
mempengaruhi implementasi kebijaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap 
efektivitas pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Selanjutnya, Model HADI 
merupakan hasil dan novelty dari penelitian tentang Pengaruh Implementasi 
Kebijaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Efektivitas Pelaksanaan 
Otonomi Daerah, sebagaimana pada Bagan 1. 

Bagan 1 Model Analisis HADI 

 
PENUTUP 

Implementasi kebijaksanaan menunjukkan pengaruh yang signifikan 
terhadap efektivitas pelaksanaan otonomi daerah dengan pengaruh sebesar 18,9%. 
Dengan demikian, semakin baik Implementasi Kebijaksanaan akan semakin efektif 
pelaksanaan otonomi daerah. Pembinaan dan pengawasan menunjukkan pengaruh 
yang signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan otonomi daerah dengan pengaruh 
sebesar 47,3%. Dengan demikian, semakin baik pembinaan dan pengawasan akan 
semakin efektif pelaksanaan otonomi daerah. Implementasi kebijaksanaan dan 
pembinaan dan pengawasan secara bersama-sama menunjukkan pengaruh yang 
signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan otonomi daerah dengan pengaruh 
sebesar 66,2%. Dengan demikian, semakin baik implementasi kebijaksanaan dan 
pembinaan dan pengawasan akan semakin efektif pelaksanaan otonomi daerah, dan 
sebaliknya. Dengan metode analisis ASOCA diperoleh faktor dominan sebagai 
solusi alternatif yang dapat digunakan sebagai model baru (novelty) dalam 
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melakukan pembinaan dan pengawasan yaitu model H A D I yang merupakan 
akronim dari Human resources (sumber daya manusia), Acceptance (penerimaan), 
Development (pengembangan), dan Innovation (inovasi). 
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